Lampiran

KRITERIA EVALUASI

1. Kiriteria Evaluasi Ranah Konteks

Pelaksanaan pendidikan harus berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang
diatur melalui PP no 19 tahun 2005. Terkait dengan guru diatur melalui PP no. 74 tahun
2007. Kedua PP tersebut diuraikan lebih rinci dalam Permendiknas yang relevan. Kedua
PP dan Permendiknas selanjutnya menjadi kriteria evaluasi. Penjelasan secara terperinci
mengenai pasal, ayat dan poin terkait dengan kriteria evaluasi tersebut secara rinci adalah

sebagai berikut.

Permendiknas no. 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan

A. Perencanaan Program

1) Visi

Dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan  segenap pihak
yang berkepentingan pada masa yang akan datang; 2) mampu memberikan
inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak
yang berkepentingan; 3) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga
sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi
institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; 4) diputuskan oleh rapat dewan
pendidik yang dipimpin oleh kepalasekolah/madrasah dengan memperhatikan
masukan komite sekolah/madrasah; 5) disosialisasikan kepada warga

sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 6) ditinjau dan



dirumuskan kembali secara berkala sesuai denganperkembangan dan tantangan di

masyarakat.

2) Misi sekolah/madrasah:

1) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah madrasah sesuai dengan

tujuan pendidikan nasional; 2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun

waktu tertentu; 3) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah; 4)

menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan 4) menekankan

pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh

sekolah/madrasah; 5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan

dengan program sekolah/madrasah; 6) memberikan keluwesan dan ruang gerak

pengembangan kegiatan satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat; 7)

dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan

termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan pendidik

yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah; 8) disosialisasikan kepada warga

sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan; 9) ditinjau dan

dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di

masyarakat.

B. Pelaksanaan Rencana Kerja

9. Budaya dan Lingkungan Sekolah/Madrasah

a) Sekolah/Madrasah menciptakan suasana, Mini, dan Lingkungan pendidikan
yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan.

b) Prosedur pelaksanaan penciptaan suasana, iklim, dan Lingkungan pendidikan:

1) berisi prosedur tertulis mengenai informasi kegiatan penting



¢) minimum yang akan dilaksanakan; 2) memuat judul, tujuan, lingkup, tanggung
jawab dan wewenang, serta penjelasannya; 3) diputuskan oleh kepala
Sekolah/madrasah dalam rapat dewan pendidik.

d) Sekolah/Madrasah menetapkan pedoman tata-tertib yang berisi: 1) tata tertib
pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk dalarn hal
menagunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; 2) petunjuk,
peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah/Madrasah, serta
pemberian sangsi bagi warga yang melanggar tata tertib.

e) Tata tertib sekolah/rnadrasah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah melalui
rapat dewan pendidik dengan rnempertirnbangkan masukan komite
sekolah/madrasah, dan peserta didik.

f) Sekolah/Madrasah menetapkan kode etik warga sekolah/madrasah yang
memuat norma tentang: 1) hubungan sesama warga di dalam Lingkungan
sekolalt/madrasah dan hubungan antara warga sekolah/madrasah dengan
masyarakat; 2) sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang
mematuhi dan sanksi bagi yang melanggar kode etik sekolah/madrasah
ditanamkan kepada seluruh warga

10. Peran serta Masyarakat dan Kcmitraan Sekolah/Madrasah

a) Sekolah/Madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung sekolah/

madrasah dalarn mengelola pendidikan.

b) Warga sekolah madrasah dilibatkan dalam pengelolaan akademik.

c) Masyarakat pendukung sekolah/madrasah dilibatkan dalarn pengelolaan

nonakademik



d)

g)

h)

Keterlibatan peranserta warga sekolah/madrasah dan masyarakat dalam
pengelolaan dibatasi pads kegiatan tertentu yang ditetapkan.

Setiap sekolah/madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang
relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan.
Kemitraan sekolah/madrasah dilakukan dengan lembaga pemerintah atau non
pemerintah.

Kemitraan SD/MI/SDLB atau yang setara dilakukan minimal dengan
SMP/MTs/SMPLB atau yang setara, serta dengan TK/RA/BA atau yang
setara di lingkungannya.

Kemitraan SMP/MTs/SMPLB, atau yang setara dilakukan minimal dengan
SMA/SMK/SMALB, MA/MAK, SD/MI atau yang setara, serta dunia usaha

dan dunia industri.

D. Kepemimpinan Sekolah/Madrasah

7)

Kepala sekolah/madrasah: a. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu; b.
merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai; c. menganalisis
tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah; d. membuat
rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan
peningkatan mutu; e. bertanggung jawab dalam membuat keputusan anggaran

sekolah/madrasah;

PP no.74 tahun 2008

BAB III tentang HAK, Bagian Kesatu, Tunjangan Profesi Pasal 15

(1

Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan

sebagai berikut: a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi



satu nomor registrasi Guru oleh Departemen; b. memenuhi beban kerja sebagai
Guru; c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan
pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;

d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap; e. berusia paling tinggi 60
(enam puluh) tahun; dan f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain

satuan pendidikan tempat bertugas.

Bagian Ketujuh Promosi Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak mendapatkan
promosi sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.

(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat
dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.

2. Kriteria Evaluasi Masukan

Permendiknas no. 24 tahun 2007 tentang standar sapra sekolah umum
III. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH

ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA).

A. SATUAN PENDIDIKAN

1. Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27
rombongan belajar. 2. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani
maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan
penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA

baru.

B. LAHAN



1. Lahan untuk satuan pendidikan SMA/MA memenuhi ketentuan raluas lahan terhadap

peserta didik seperti tercantum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik
: Banyak {rnl-'pt-'i:-rhl fidik)
Mo rombongan
belajar Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga
lantai lantai lantai
1 3 30,5 - -
2 4= 22,8 12,2 -
3 T- 9 1.4 Q.7 6,7
4 112 16,3 ¥, L]
3 13-15 14,9 7.9 3.4
0 16=18 14.0 Hha 2.1
7 19-21 13,5 Ty, 4.0
H 23-24 13,2 7,0 4.3
9 LAY N (1 iR 4.1

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak

peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas
minimum seperti tercantum pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Luas Minimum Lahan

B-I.i.l'l}-llk Toas minimuoam lahan frrl-"]
™ rivmbangan Rangunan satn Bangunan fdoa Rangunnan tiga
Lrelajar Lantai lant=ai Lantai
1 3 2170 - -
i =iy 2370 Ldil) -
3 T 070 164510 13240
B 10-12 3600 1920 1400
5 13-15 4070 2190 1520
& 16-18 4300 2420 1670
T 19-21 5100 2720 1870
] 22-24 S6T0D 3050 2100
E 23-27 G240 3340 2290

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang

dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan

gedung dan tempat bermain/berolahraga.

4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan




jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan
sungai dan jalur kereta api.

6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut: a. Pencemaran air, sesuai dengan PP
RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; b. Kebisingan, sesuai
dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992  tcntang Baku Mutu
Kebisingan; c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN
KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci
dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

B. BANGUNAN GEDUNG
1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SMA/MA memenuhi ketentuan rasio
minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

Rasin minimoam loas lnniail hangunan terhadap pesertn didil
Banyak a SRET
. 2 {m~/peserta didil)
D ie rombongan
Lrelajar Bangunan satu Bangunan dua DBangunan tig:a
lantai lantai lantai
1 3 10:% - 5
£ 4= - ] T3 =
k] T S S8 6,0
<4 10=12 4.9 Sl 5.4
5 13=15 4.5 4.7 4.9
L&) 10-18 4,2 3.3 4, 0r
Fi 1921 4,1 4.3 4.4
L]
-] 22-Zq 3,9 3,2 4,3
w 25-X7 3.9 4,1 4,1




2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta
didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga memenuhi ketentuan

luas minimum seperti tercantum pada Tabel 4.4.

Banyak Luas minimum lantai bangunan (m%)
No rombongan Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga
belajar lantai lantai lantai
] 3 650 - -
2 4-6 770 2410 -
3 7-9 920 990 1020
4 10-12 1080 1150 1180
5 13-15 1220 1310 1360
& 16-18 1350 1450 1500
7 1921 1530 1630 1680
B 22-24 1700 1830 1890
9 25-27 1E70 2000 2060

3. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari: a. koefisien
dasar bangunan maksimum 30 %; b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian
maksimum bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; c. jarak bebas
bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi
sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara
bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut: a. Memiliki struktur
yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung
beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu
kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya. b. Dilengkapi sistem
proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya

kebakaran dan petir.



5. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut: a. Mempunyai fasilitas
secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai; b. Memiliki sanitasi
di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih,
pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran
air hujan; c¢. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

6. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan
nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

7. Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut; a. Bangunan gedung
mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran; b.
Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar
ruangan; c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

8. Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut: a. Maksimum terdiri dari
tiga lantai; b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan,
keselamatan, dan kesehatan pengguna.

9. Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut; a. Peringatan bahaya bagi
pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran
dan/atau bencana lainnya; b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan
dilengkapi penunjuk arah yang jelas.

10. Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt. 11.
Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi

secara profesional. 12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai
dengan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.

13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.

14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut:a. Pemeliharaan

ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai,



penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun; b.
Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen,
dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA

Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. ruang kelas, 2. ruang perpustakaan, 3. ruang laboratorium biologi, 4. ruang
laboratorium fisika, 5. ruang laboratorium kimia, 6. ruang laboratorium komputer, 7.
ruang laboratorium bahasa, 8. ruang pimpinan, 9. ruang guru, 10. ruang tata usaha, 11.
tempat beribadah, 12. ruang konseling, 13. ruang UKS, 14. ruang organisasi kesiswaan,
15. jamban, 16. gudang, 17. ruang sirkulasi, 18. tempat bermain/berolahraga. Ketentuan
mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam

standar tiap ruang sebagai berikut.

1. Ruang Kelas

a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak
memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
b. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.

c. Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik.

d. Rasio minimum luas ruang kelas 2 m” /peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan
peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m. Lebar minimum
ruang kelas 5 m.

e. Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk

membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.



f. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera

keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.

g. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 4.5.

Mo Jenis Rasio Dieskripsi
1 Perabaot
[ | Kursi pesena | buah/neserta Kuat, stabil, dan mudah dipindshkan olzh
didik didik pescria didik

LUkuran memadsai untek duduk dengamn
Myaman.
Dwesain dudukan dan sandaran membaeat
peserta didik nyaman belajar.

12 hizja peserta | buah/peseris Kuat, stabil, dan mudah dipindshkan olzh

didik didik poscria didik
Lkuran memadsi untek belajar dengan
MyAman.
Desain memungkinkan keki peserta didik
masuk dengan leluasa ke bawah meja.

1.3 Fursi guru | bwah/gum Kuat, stabil, dan mudzsh dipindahkan.
LUkuran memadsi untek duduk dengan
MYAMan.

I.4 hlzja guru 1 bzah/gar Kuat, stabil dan mudah dipindahkan.
Lkuran memadsi uniek belerja dengan
MYAMan.

1.5 Lemari | buah/ruang Ukuran memadsi uniek menyimpan
perlengikapan vang diperlukan kelas
terschur.

Terwiep dan dapat dikunei
I.6 Papan pajang | buah‘meang Lkuran minirmuem &0 cm x 120 cm
Media
Pendidikan

21 Papan tulis 1 bah/reang LUkuran minirmum 20 cm x 200 cm
Dritempatkan pada posisi yang
memungkinkan seluruh peserta didik
melihamnya dengan jelas

E Perlengkapan

Lain

31 Tempat sampah 1 buah/ruang

3z Tempat cuci I brah/meang
tangan

3.3 Jam dinding I bah/meang

3.4 Saoket listrik | bzah/ruang

2. Ruang Perpustakaan

a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru

memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati,

mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

b. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar

minimum ruang perpustakaan 5 m.




¢. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai

untuk membaca buku.

Tabel 4.6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan

Mo Jenis Hasia Deskripsi
| Buku
11 Buku teks | eksemplar/mats Termasuk dalam dafiar buku teks
pclajaran pelajaran/pescria pelajaran yang ditetapkan olch
didik, Mendiknas dan dafiar buku teks mustan
ditambah lokal vang ditetapkan aleh Gubernur
2 cksemplar‘mata atau Bupati"Walikota,
pelajaran/sekalah
1.2 Buku panduzn | eksemplarmats
pendidik pelajaran/guru mata
pelajaran
bersanghutan,
ditambah
| eksemplar'marta
pelajaran/sekalah
13 Buku pengavean | B70 judul'sekolah Terdiri dari 73% non-fiksi dan
25% fiksi.
Banyak cksemplar/sckolah minimum:
100F uniuk 3-6 rombongan belajar,
1500 untuk 7-12 rombongan belajar,
2000 untuk 13-18 rombongzn belajar.
2300 unuk 19-27 rombongan belajar.
1.4 Buku referensi 30 judulisekalzh Sekurang-kurangnva meliputd Eamus
Besar Bahasa [Indonesia, kamus Bahasa
Inggris, kamus bahasa asing lainnya,
ensiklopedi, buku statistik daerah, buku
telepon, buku undang-undang dan
peraturan, dan kitab suei
1.5 Sumber belzjar 30 judulizekolah Sebwrang-kurangva meliput majalah,
lain surat kabar, globe, peta, CD
pembelajaran, situs web, dan
alat peraga matematika.




F | Perabaot
21 Rak boku | set'sekolah Dapat menampung scluruh koleksi
dengan balk.
b emungldnkan peserta didilk
menjangkau koleksi buku dengan
madah.
ZF Rak majalah 1 branssckolah Dapat menampung scluruh kolekst
meajzlah.
MMemungkinkan pescrta didik
menjangkau koleksi majalah dengan
rnpwsilels.
7?3 Rk snrar kahar I sk sekenlsh Mapat menamparng srlnmib kalekesi
suratkabar.
Memungkinkan pescrta didik
mitjangkan kuleksi suraikabmar dengian
sk
Mo Jenis Rasio Deskripsi
4 hizja baca 15 buah'sekalah K uat, stahil, dan mudah dipindahkan
oleih pescria didik
Mezain meminglinkan kaki peseres
didik masuk dengan leluasa ke bawah
Eja.
v ] B baca L5 Dbmale'seborlab Bowai, sialbil, Jaos ppusiaky digricndabbean
aled purerTta didike
Desain dudukan dan sandaran membusat
peserta didik nmyaman belajar.
Ina Kuisi kooja I Ermnbipeciupias Bt alann sialil.
[ Tewnran memadai nnmk helkerpe dengan
nYanarn.
2.7 Meja kerja | bush/petugas Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan.
sirkulasi Ukuran memadai untuk bekerja dengan
YW EITLAn.,
2R Leman katalog I buah/sckolah Cukup untuk menvimpan kare-karmu
katalog
Lemari katalog dapat diganti dengan
meja unink mencmpatkan katalog.
29 Leamari I buah/sekolah Dapat dikunci dan ukuran memadai
urtuk menampung selurnh peralatan
untuk pengelolazn perpustakazn.
210 Papan | buah/sekolah Ukuran minimum | m".
pen@umuman
211 MMeja multimedia I buah/sekalah Kuat dan stahil
Ukuran memadai untulk menampung
seluruh peralatan multimedia.
3 Media
Pendidikan
31 Peralatan | set'sekolah Schurang-kurangrmya terdiri dari [ set
multimedia komputer (CPL, monitor minimum
15 inci, printer), TV, radio, dan
pemutar WViIC VDN
4 Perlengkapan
Lain
4.1 Buku inventaris | buah/sekalah
42 Tempet sampah I buah/ruang
4.3 Soket listrik | buah/meang
4.4 Jam dinding | baah/ruang

3. Ruang Laboratorium Biologi
a. Ruang laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan
pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.

b. Ruang laboratorium biologi dapat menampung minimum satu rombongan belajar.



3.. Kriteria Evaluasi Ranah Proses

Subranah Indikator Kriteria
Perencanaan Adanya perencanaan pembelajaran yang 1) Sesuai dengan PP no 19
pembelajaran dituangkan ke dalam silabus dan RPP tahun 2005 pasal 20, 21,

meliputi: 22,23, dan 24.
1) Kejelasan perumusan tujuan 2) Sesuai dengan
pembelajaran Permendiknas no. 41
2)  Pemilihan materi ajar tahun 2007 tentang
3) Pengorganisasian materi ajar standar proses bagian II
4)  Pemilihan sumber/media subbagian B dan C
pembelajaran
5) Kejelasan skenario pembelajaran
6) Kerincian skenario pembelajaran
(setiap langkah tercermin
strategi/metode dan alokasi waktu
pada setiap tahap)
7) Kelengkapan instrumen (soal, kunci,
pedoman, penskoran)
Pelaksanaan Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 1) Sesuai dengan
pembelajaran kegiatan pembelajaran yang dimulai dari: Permendiknas no. 41
1. Kegiatan pembukaan (pendahuluan) tahun 2007 tentang
terdiri dari kegiatan: standar proses bagian III
1) Membuka pelajaran subbagian A, poin 4,
2) Menyampaikan tujuan pembelajaran
3) Melakukan kegiatan apersepsi
2. Kegiatan inti, terdiri dari kegiatan: 1) Sesuai dengan
1) Menyampaikan materi dengan jelas Permendiknas no. 41
dan sesuai silabus tahun 2007 tentang
2) Mengaitkan materi dengan realitas standar proses bagian III
kehidupan subagian B
3) Menggunakan media secara efektif
dan efisien
4)  Menguasai kelas
5) Memberi kesempatanbertanya
6) Menunjukkan sikap terbuka
terhadap respon siswa
7)  Melakukan penilaian
3. Kegiatan penutup, terdiri dari;
1) Merangkum materi pelajaran
2) Memberikan tugas tindak lanjut
1. Melaksanakan penilaian pembelajaran | Sesuai dengan Permendiknas
Evaluasi kognitif no. 20 tahun 2007
Pembelajaran 2. Melaksanakan penilaian afektif
3. Melaksanakan penilaian psikomotorik

Secara rinci kriteria evaluasi diuraikan pada instrumen pengamatan yang
digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan.

PP no 19 tahun 2005 tentang SNP



Pasal 20
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar,

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan
beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap
peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya

membaca dan menulis.

Pasal 22

(1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai
teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

(2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes
tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.

(3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian
observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu

semester.



Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah
tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,
penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan
oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 52

(1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: a.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; b. Kalender pendidikan/
akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama
satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;

c. Struktur organisasi satuan pendidikan; d. Pembagian tugas di antara pendidik; e.

Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;

Kriteria Evaluasi Ranah Produk

1) Skor penilaian perencanaan pembelajaran baik

2) Skor penilaian pelaksanaaan pembelajaran baik

3) Sesuai dengan Permendiknas no. 41 tahun 2007 tentang standar proses bagian
v






